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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 
NOMOR  115  TAHUN 2021 
TENTANG 
PENGELOLAAN ARSIP VITAL 

 

 
 

AKSES DAN LAYANAN 

 

 

A. Akses dan Layanan Internal. 
1. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 

seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a) Pimpinan tertinggi Perangkat Daerah/Unit Kerja mempunyai 

kewenangan mengakses seluruh Arsip Vital; 
b) Pimpinan tingkat tinggi satu tingkat dibawah pimpinan tertinggi 

Perangkat Daerah/Unit Kerja mempunyai kewenangan mengakses 
Arsip Vital dibawah kewenangannya atau sesuai tugas pokok dan 
fungsinya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang 

terdapat pada pimpinan tertinggi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan 
yangsatu tingkat dengan kewenangannya di luar tugas pokok dan 

fungsinya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingkat 
tertinggi; dan 

c) Pimpinan tingkat menengah satu tingkat dibawah pimpinan tingkat 

tinggi mempunyai kewenangan mengakses Arsip Vital dibawah 
kewenangannya atau sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak 
diberikan hak akses untukinformasi yang terdapat pada pimpinan 

tertinggi Perangkat Daerah/Unit Kerja, pimpinan tingkat tinggi dan 
yang satu tingkat dengan kewenangannya di luar tugas pokok dan 

fungsinya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tertinggi 
Perangkat Daerah/Unit Kerja dan pimpinan tingkat tinggi. 

2. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, Arsiparis dan pegawai 

yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang 
berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi 

tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi 
terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan 
tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah,       

dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan 
izin; dan 

3. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh 

Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. 
 

B. Akses dan Layanan Eksternal 

1. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip 
dengan katagori biasa /terbuka; 

2. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip 

pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan 
Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan 
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3. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada 

pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang 
sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan 
hukum, seperti ketika pihak penegak hukum. 
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